\‘VALIKOTA. TAN GERANG SELATAN

KEPUTUSAN WALII{O'I‘A 'I‘ANCBDRANQ SELATAN
NOMOR 043.3/Kep 165-—-Huk/2012 ‘

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Menimbang

Mengingat

- WALIKOTA TAMGERANG SELATAN,

a. bahwa dalam rangka 'pelaksanaan layanan

informasi publik di Linglkungan Pemerintah Kota
Tangerang Selatan perlu ditetapkan pejabat yang
mengelola inforrnasi dewx dolkkumentasi;

. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (35) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010

- tentang Pcdoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Dalam Nt“E{,CI'l dan  Pemerintahan  Daerah
menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumenitasi di  Lingkungan  Pemenntahan
Kabupaten/HKota ditetapken oleh Bﬁpati [ Walikota,;

bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana

dimaksud dalam huraf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan  Walikota  Tangerang
Selatan  tentang Plenc'tapan Pejabar  Pengelola
Informasi dan Dokumentasi D1 Lingllungan
Pemerintah Kota ’I‘an%crang Scelatan.

. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 182

hl-\-ﬁ.‘

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 40.10);

e = . e S e SR T e -




-0 -

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ‘tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik

| Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
% | | Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437)
| - sebagaimana telah beberapa lkali diubah terakhir

! dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-wUnda_ng
Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Pemerintahan

b | Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

% Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara chubhk Indc’ncsm Nomor 4844) ,

B | 3. Undang-Undang ijnor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Trarllsakm Elektronik (Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor S8,

@ - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4343); B

4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009° tentang
L - Peiayanan Publik (Lembaran Negara Republik

=2 Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Républik Indonesia Nomor S038);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pernbagian 'Urusan: Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembarein Ncgara Republik Indoncsna
Normriort4737); |

8 Peraturan PFemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan 'LembBaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);
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- 3.

0. Peraturan Pemcrintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99,, Tambahan Lembaran Negara Republik
5 Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6
Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota
Tangerang -Selatan Tahun 2010 Nomor 06,

Tambahan Lembaran Daerah Kotz Tangerang
Selatan Tahun 2010 Nomor 0610);

Memperhatikan : 1. Peraturan’Menteri Dalam Negeri Nomor-35 Tahun

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi -di Lipgkungan
- Kementerian Dala.m Neger: dan Pemermtahan
Dacrah (Berita Ncg\ara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 245);

2. Peraturan Komisi Ihformasi Nomor 1 Tahun 2010
tentarig Standar Layanan informasi Publik;

3.. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010.
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik;
MEMUTUSKAN:

Menetaplian '

KESATU ~: Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah  Kota
Tangerang Selatan dengan: susunan  keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
ini.

KEDUA o Péjabat Pengelola Informasi dan  Dokumentasi

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut: -

R Mengkoofdinasikam dan  mengkonsolidasikan
' pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi

dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu;

2. Menyimpan, mendolkumentasikan, menyediakan
dan memberi pelayanan informasi kepadd publik;

3. Melakukan, verifikast bahan *informé‘si pﬁ?ﬁlik; '

4. Melakukan uji konsekuensi atas inforrnasi yang
dikecualikan; ;
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5. Melakukan  pemutelkhiran informasi  dan

dokumentasi,

6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk

diakses oleh masyarakat;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

nerwenang.

1. Menolak memberilkan L formasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

2. Meminta dan memperoleh informasi darl L}niF
kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi
cakupan kerjanya,;

3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan
informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokiumentasi Pembantu  dan/atau  Pejabat
Fungsional yang mcnjadi cakupan kerjanya,

4., Menentukan atau menetapkan suatu,.informasi
dapat/tidaknya diakses oleh publik; = ;.

5. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi -dan
Dokumentasi Pembantu dan/atau ' " Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta
memelihara informasi dan dokumentasi untuk
kebutuhan organisasl.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan KETIGA

dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu.

Pejabat Pcngclola Informasl dan Dokumentasi
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut;

+ 1. Mengkoordinasikan dan  mengkonsolidasikan

- pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi
dl Lingkup SKPD masing-masing;

. 2. Menyimpan, ‘mendokumentasikan, menyediakan

dan memberi pelaygnan informasi kepada publik;

3. Melakukan verilikasi bahan informasi nublik:

4. Melakuken  pemutakhiran  informasi  dan

dekumentasi, |
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diakses oleh masyarakart;

6. Melakukan inventarisasl informasi yang
dikecuialikan untuk disampaikan kepada Pejabat
Pcngclola-lnformasi-dan Dokumentasl,

’ 7. Memberikan  laporan tentang pcngcl?laan
informasi kepada Pejabat Pengelola Informasl dan

- Dokumentasi secard berkala.

KEENAM . Pejabat Pengelola Inforrmasi dan Dokumentasl serte}
Pejabat  Pengelola Informasi dan Dokumentasl

Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibaritu
pelaksana teknis/ administrasi yang ditetapkan oleh
Kepala Satuan Kerja Pcrangkat Daerah scsgai-dengan

kebutuhan.
KETUJUH ©  Pejabat Pengelola Informasi - dan Dokumentasi
| Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT berwenang  mcmberikan pelayanan

informasi dan menolak permohonan informasi sesual
dengan  peraturan perundang-undangan  yang
berlalu.

KEDELAPAN : Dalam hal sengketa informasi publik, Pejabat
Pengelola Informasi dan Dolkumentasi serta Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
melakukan hal sebagai berikut:

. Pejabat Pengelola Informasi ‘dan Dokumentasi
melaporkan kepada Timl Pertimbangan; -

b. Pejabat Pengelola Inforrnasi dan Dokumentasi
bersama-sama dengan Pejabat Pengelolg Informasi
dan , Dokumentas| 'Pembantu dapat mewalcil
Pejabat Publik menyelesaikan sengketa melalui

mediasi dan ajudikasi.

KESEMBILAN chu.t{l.san*ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan -
apabila dikernudian hari terdapat keéleliruan maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

pada tanggal 15 Med 2012

-

SRRANG SELATAN,

‘Tembusan.
1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2 Yth. Ketua Komisi Informasi Provinal Banten di Serang;
-3, Yth. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 043.3/Kep,105-Huk/2012
TENTANG

f

f: PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI

DAN  DOKUMENTASI DI ‘LIN:C,}_‘_KUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

USUNAN FEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

Pengarah 1. Walikéta Tangcfang Selatan,
" 0 Wakil Walikota Tangerang Selatan.
1

Sckrcfaris Daerah Kota Tangerang
Selatan;

2. Asisten Tata Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat; a

3 Asisten Ekonoini dan Pembangunan;

Tim 11‘erti1ﬁbangan

4 Asisten Administrasi Umum;

5 Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

Pcjabat Pengelola Informasi ~: Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Dolcumerntasi " dan Informatika Kota  Tangerang
Selatan.

1. Bidang Peloyanan : Kepala Bagian Humas dan Protokol

Informasi pada Sekretariat Daerah Kota Tangerang
Selatan,
2. Bidang Pengelolaan : Kepala .Baglan Pengelola Teknologl
Informasi Informast pada Sckretariat Daerah Kota
Tangerang Sclatan,;
3, Bidang Pengaduan dan : Kepala Baglan Hukum pada Sekretanat
Penyelesaian Sengketa Daerah Kota Tangerang Selatan;
4, Blaang Pengelolaan : Kepala Kantor Arsip ‘Dagrah Kota

'

Dolcumentasi dan Arsip Tangerang Selatan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dolcumentasi Pembantu pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah: |

1. Sekretaris Inspektorat Kota Tangerang Selatan;

2. Sckretaris Satuan Polisi Pamong PrajaKota Tangerang Selathn;

3. Kepala Bagian Umum pada Sclkretariat Dewan Perwalaian Rakyat
Daerah Kota Tangerang Selatan, \

4, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah
ota Tanpgerang Selatan;

5. Selaretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang Sclatan,
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7.

6. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;

: | an
7. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang

Sclatan, |

1 ' Kota
8. Sekretaris Dinas Tata Kota, DBangunarl dan Pemukiman 5O

Tangerang Selatan,

9. Seckretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan;

1 ' yo)! . rarn
10. Selcretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
Selatan,; ,

i ' iorasi Kota
1. Sekretaris Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi K
Tangerang Selatan,; |

1. Sekretaris Dinas Ferhubungan,
Tangerang Sclatan;

ikasi ati Kota
romunikasi dan Infonﬂgtlka

13.

14.

18.

19.
20,

21.

22,

23.

24,

' o dan | oo
Sekretaris Dinas Perindustirian dan ;Perdagaqgan Kota®{Tangerang
Selatan,; | , { |
‘ | nas Tas] j Kota
Qekretaris Dinas  Koperasi, Usaha! Kecil dan Menengah
Tangerang Sclatan; | |

Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tangerang Selatan,;

Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kota
Tangerang Selatan;

| | \
.Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Tangerang

Selatan;

Sekretarié Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota lTangerang
Selatan;

Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan;

Qekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangerang Selatan;

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
asyarakat Kota Tangerang Selatan;

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kora
Tengerang Selatan;

Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang
Selatan; v

\

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang
Selatan; '

25, Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kota

26,

27.
28,
29,
a0,

Tangerang Selatan;

_ l'i'.fl

Kepala Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang Selatan: a

Kepala Karitor Pemadam'Kebakaran Kola Tangerang Selatan;

Kepala Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang Sclatan;
Kepala Kantor Penanaman Modal Dacrah Kota rangaerang Selatan;

Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang Selatan;



3 1. Sekretaris Kecamatan Ciputat; ‘
32, Sekretaris Kecarnatan Serpong;
33. Sekretaris Kecamatan Pamulang;

34, Sekrctaris‘Kecamatan Pondo];c Aren;

-39, §cqutaﬁs Kecamatan Ciputat Timur,

26 Sekretaris Kecarnatan Serpong Utara,

17 Qekretaris Kecamatan Setu;

38 Lurah se-Kota Tangerang Selatan,
39. Kepala Unit Pelaksana Teknis se-Kota Tangeran

g Sclatan.
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